
 

ABSTRAK 
 
Pertanggungjawaban negara atas eksekusi dan tindakan penutupan perwakilan 
konsuler asing merupakan isu kompleks dalam hubungan internasional. Kasus 
penutupan Konsulat Iran oleh Pemerintah Jerman yang dilatarbelakangi oleh eksekusi 
mati terhadap Jamshid Sharmahd, warga negara ganda Iran dan Jerman, 
menggambarkan kompleksitas dan pertentangan antara kedaulatan negara dan 
kewajiban negara internasional, khususnya terkait perlindungan hak asasi manusia dan 
hubungan diplomatik dan konsuler. Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan 
utama, yaitu kesesuaian tindakan eksekusi terhadap Jamshid Sharmahd oleh 
Pemerintah Iran dengan prinsip kedaulatan hukum dan prinsip pertanggungjawaban 
negara dan legalitas tindakan Pemerintah Jerman dalam menutup Konsulat Iran 
berdasarkan prinsip-prinsip hukum diplomatik dan konsuler. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan 
spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang 
diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif kualitatif 
berdasarkan ketentuan serta prinsip hukum internasional yang relevan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa adanya perbedaan perspektif negara Iran dan Jerman terhadap 
kedaulatan negara dan kewajiban internasional. Iran menempatkan kedaulatan negara 
dan yurisdiksi teritorial sebagai dasar utama penegakan hukum nasional sehingga 
tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara, sementara itu Jerman menegaskan 
bahwa kedaulatan negara harus dilaksanakan sesuai dengan kewajiban internasional 
dan penegakkan HAM sehingga pelanggaran tersebut dapat menimbulkan 
pertanggungjawaban negara. Legalitas penutupan konsulat Iran oleh Jerman dapat 
dibenarkan sebagai pelaksanaan kedaulatan negara penerima dan bentuk retorsi dalam 
hukum diplomatik dan konsuler, sepanjang memenuhi syarat legalitas dan 
proporsionalitas. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara kedaulatan 
negara dan kepatuhan terhadap hukum internasional dalam praktik hubungan 
diplomatik dan konsuler. 
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